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ABSTRAK

Lathifaturrodiyah, 2022, NPM 21801091093, Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam malang, Peran Pemerintah Kelurahan
Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Pada Kelurahan Gombengsari
Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi), Dosen Pembimbing I: Prof. Dr.
Yaqub Cikusin, M.Si, Dosen Pembimbing II: Septina Dwi Rahmawati, S.AP.,
M.AP

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 73 Pasal 3 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Lurah memiliki tugas
pokok dalam menyelenggarakan wurusan pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa
pokok permasalahannya vaitu bagaimana peran pemerintah Kelurahan
Gombengsari dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari.
Tujuannya untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam
pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan sumber data primer dan
sekunder, teknik analisis data dengan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data,
dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kelurahan
Gombengsari dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Teori yang dikaitkan
pada Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam
pembangunan ada beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan. Dalam tahap pembangunan di Kelurahan Gombengsari ada faktor
pendukung dalam dalam setiap kegiatan yaitu adanya partisipasi masyarakat
setempat. Namun dalam tahapan pembangunan infrastruktur ada beberapa kendala
yaitu kendaraan yang memiliki muatan overload dan kurang perawatan pada

pembangunan jalan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembangunan, Infrastruktur
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SUMMARY

Lathifaturrodiyah, 2022, NPM 21801091093, State Administration Study Program,
Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, The Role of the
Village Government in Road Infrastructure Development (Study in Gombengsari
Village, Kalipuro District, Banyuwangi Regency), Supervisor I: Prof. Dr. Yaqub
Cikusin, M.Si, Supervisor II: Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP

This research was conducted on the basis of the Government Regulation of
the Republic of Indonesia Number 73 Article 3 of 2005 stating that the Lurah has
the main task of carrying out government, development and community affairs.
Based on this, the author concludes that the main problem is how the role of the
Gombengsari Village government in infrastructure development in Gombengsari
Village. This research uses a qualitative approach. Data collection is carried out
by means of observation, interviews, documentation and using primary and
secondary data sources, data analysis techniques with 3 stages, namely data

reduction, data presentation, and conclusions.

The results of this study show that the role of the Gombengsari Village
government in infrastructure development based on the theory associated with Law
Number 6 Article 78 of 2014 concerning Villages is in accordance with several
elements, namely planning, implementation and supervision. For supporting
factors in infrastructure development, namely the participation of rural
communities. Meanwhile, the inhibiting factors in infrastructure development are

vehicles that have overload and lack of maintenance on road construction.

Keywords: Government Role, Development, Infrastructure
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PENDAHULUAN
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A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah
Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan
tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Pemerintahan desa
merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Osborn dan Gaebler peran pemerintah hanya mengarahkan (steer)
bukan mengayuh (row).

Pada tingkatan desa peran pemerintah menjadi sangat penting untuk
kemajuan suatu desa. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum maka dalam
kehidupan dibatasi oleh peraturan yang harus ditaati, peraturan dibuat dengan
tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang
harmonis, adil, aman dan makmur. Pada tingkatan desa peran pemerintah
menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu desa. Dalam pasal 78 ayat 1 dan
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pembangunan desa
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
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Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka imbang yang sewajarnya
antara pemerintah dengan masyarakat. kewajiban pemerintah adalah
menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan pada
kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses suatu pembangunan desa adalah
suatu mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadu padankan dengan
partisipasi masyarakat. Selain itu pembangunan perlu diarahkan untuk merubah
kehidupan masyarakat menjadi yang lebih baik. Perencanaan dan implementasi
pembangunan seharusnya ada usaha dalam meningkatkan harkat dan martabat
masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki akses pada sumber-sumber ekonomi
dan politik. Masyarakat desa sangat sistematis dalam meningkatkan
produktivitas, memperbaiki kualitas hidup pedesaan dan memperkuat
kemandirian. Demikian beberapa pengertian tentang pembangunan, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa pembangunan merupakan suatu kegiatan tanpa akhir
dalam pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar ditujukan untuk
meningkatkan  kebersamaan, kemampuan, kemandirian, dan saling
ketergantungan masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya dalam pembangunan desa sudah ada dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1 menyebutkan bahwa pembangunan desa
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sedangkan pembangunan memiliki beberapa tahapan seperti tahap perencanaan,
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tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan hal ini sesuai
dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Pasal 78 Tahun 2014 tentang Desa.

Hal penting dalam pembangunan desa yang wajib disediakan pemerintah
adalah ketersediaan infrastruktur karena infrastruktur merupakan kebutuhan
dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk melakukan aktivitas sosial dan
ekonomi masyarakat. Keberhasilan dalam suatu pembangunan adalah hasil dari
keberhasilan suatu perencanaan. Salah satu yang menjadi tolak ukur
keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunannya, seperti
terpenuhinya pembangunan infrastruktur untuk masyarakat. Pembangunan desa
juga menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi nasional, desa dapat
membantu ketika krisis ekonomi. Karena itu pembangunan desa terutama dalam

segi infrastruktur harus diperhatikan.

Menurut pengamatan penulis yang terjadi di Kelurahan Gombengsari
masalah infrastruktur jalan masih menjadi program penting yang harus
diperhatikan oleh lurah dan staf, karena infrastruktur merupakan hal utama
dalam kelangsungan pembangunan dan salah satu penunjang dalam
perekonomian. Berdasarkan hasil wawancara saat penelitian, pembangunan
infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari masih kurang optimal. Adanya
pembangunan jalan di Kelurahan Gombengsari yang belum terselesaikan hingga
saat ini membuat banyak keluhan dari masyarakat setempat. Karena jalan di
Kelurahan Gombengsari dilalui kendaraan yang memiliki muatan overload.

(Wawancara, 15 Februari 2022).



Gambar 1.1 Kondisi Jalan Lingkungan Suko Kelurahan Gombengsari
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Sumber: dokumen peneliti, 2022

Berdasarkan Gambar 1.1 menggambarkan bahwa kondisi infrastruktur
masih banyak kerusakan di beberapa titik dan sulit untuk dilalui. Kondisi jalan
yang rusak seperti gambar di atas kerap menimbulkan rasa tidak nyaman bagi
masyarakat setempat. Namun masyarakat terpaksa melintas di jalur tersebut.
Dengan kondisi jalan yang rusak mengakibatkan kerusakan pada kendaraan
masyarakat. Namun masyarakat tidak memiliki pilihan lain karena tidak ada

jalan alternatif (Wawancara, 1 November 2021).
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Gambar 1.2 Kondisi Jalan Lingkungan Lerek
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Sumber: dokumen peneliti, 2022

Dari gambar 1.2 menggambarkan kondisi jalan di Kelurahan Gombengsari
yang diperbaiki dalam kondisi yang kurang memadai karena tak kunjung
diperbaiki oleh pemerintah setempat. Maka masyarakat Lingkungan Lerek
Kelurahan Gombengsari berinisiatif bergotong royong untuk membangun jalan
dengan hasil swadaya masyarakat (Wawancara, 15 Februari 2022). Selain itu

berdasarkan hasil wawancara dengan masyaarakat setempat bahwa partisipasi
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masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari

berupa tenaga dan bahan material (Wawancara, 15 Februari 2022).

Dalam ilmu administrasi kebijakan publik menjadi fokus dalam ilmu
administrasi negara. Dimana fokus ilmu administrasi negara adalah efektifitas
dan efisiensi. Dalam ilmu administrasi negara kebijakan publik itu berasal dan
dibuat oleh pemerintah sebagai fungsi dinamis dari negara yang ditujukan untuk
menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan
kenegaraan. Pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki kekuasan untuk
membuat peraturan hukum di wilayah tersebut. Sesuai dengan teori yang dipakai
dalam penelitian ini dimana menurut Osborn dan Gaebler pemerintah lebih baik
mengarahkan (Steer) bukan mengayuh (Row). Keberadaan sistem pemerintahan
dalam suatu negara memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan
rakyat, karena adanya pemerintah akan membuat masyarakat wilayah tersebut
memiliki tujuan yang akan membawa pada perdamaian dan kesejahteraan untuk

rakyat.

Berdasarkan uraian diatas, pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan
Gombengsari yang kurang optimal sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat
penelitian tentang “Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan”. Penulis memilih judul skripsi ini dengan mengemukakan
alasan pemilihan judul yaitu topik ini sedang ramai diperbincangkan di
masyarakat Kelurahan Gombengsari dan banyaknya keluhan dari masyarakat
terkait kendaraan perhutani yang memiliki muatan overload yang dirasa

masyarakat salah satu penyebab kerusakan pada infrsatruktur jalan.
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B. Perumusan Masalah
Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka dalam
penelitian ini akan diangkat rumusan masalah mengenai “Bagaimana peran
pemerintah Kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan
Gombengsari”.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab terhadap perumusan masalah
yang telah dikemukakan di atas bahwa untuk mengetahui bagaimana peran
pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan
Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
D. Manfaat Penelitian
Selain itu penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis dan
juga praktis.
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan
juga menjadi referensi bagi peneliti lainnya tentang peran pemerintah
kelurahan dalam hal pembangunan infrastruktur kelurahan.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang peran

pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan.
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a. Manfaat bagi pemerintah

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai
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kondisi pembangunan sehingga pemerintah di = Kelurahan

Gombengsari Kecamatan Kalipuro lebih efektif dan efisien dalam

University of Islam Malang

pembangunan infrastruktur.

b. Manfaat bagi masyarakat
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan
pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai peran pemerintah
kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan.

c. Manfaat bagi peneliti
Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan pengalaman dan juga
pengetahuan kedepannya dalam peran pemerintah kelurahan di

pembangunan khususnya dalam sektor infrastruktur.
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BAB V

PENUTUP
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A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan wawancara dari sembilan (9)
informan dan observasi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang

peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di

kelurahan, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di
Kelurahan Gombengsari dapat dilihat dari adanya wupaya pemerintah
kelurahan beserta jajarannya yang bekerjasama dengan masyarakat dan tokoh
masyarakat. sebagai pemerintah tingkat bawah pemerintah kelurahan hanya
bisa mengusulkan serta mendampingi semua pembangunan secara fisik yang
ditetapkan oleh hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan. Karena pemerintah
kelurahan hanya bisa menjalankan perintah, koordinasi dari pemerintah
tingkat kecamatan yang merupakan wilayah administrasinya. Untuk lebih
lanjutnya peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan dapat dilihat dari
beberapa indikator, yakni:

a) Perencanaan: Dari hasil pengamatan peneliti peran pemerintah dalam

perencanaan pembangunan di Kelurahan Gombengsari berdasarkan
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 80 tahun 2014 tentang Desa
bahwa dalam pelaksanaan perencanaan desa terdiri dari:

1) Mengikut sertakan masyarakat desa

REPOSITORY

2) Menyelenggarakan musyawarah pembangunan desa

University of Islam Malang

3) Musyawarah perencanaan pembangunan didanai oleh APBD dan
swadaya masyarakat.

Peran pemerintah dalam  perencanaan pembangunan  berupa

menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (usrenbang)

yang mengikutsertakan masyarakat setempat. Pihak kelurahan juga

menganggarkan Alokasi Dana Kelurahan 80% dalam perencanaan

pembangunan infrastruktur dan hasil swadaya masyarakat.

b) Pelaksanaan: Peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan
infrastruktur sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk
mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan
pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintah
kelurahan melibatkan seluruh masyarakat setempat.

c) Pengawasan: Peran pemerintah dalam pengawasan pembangunan
infrastruktur di Kelurahan Gombengsari memberikan informasi terkait
pembangunan melalui musrenbang kelurahan. Pemeliharaan dilakukan
oleh pemerintah kelurahan dan bekerjasama dengan masyarakat sebagai
penggunanya.

2. Adapun faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur Kelurahan

Gombengsari yaiitu adanya partisipasi masyarakat baik berupa tenaga atau
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bahan material. Namun ada beberapa kendala dalam pembangunan
infrastruktur yaitu kurangnya perawatan jalan seperti tidak ada pembangunan
drainase. Selain itu kendala di bagian pendanaan, dimana dana sharing dari
pihak perhutani yang semestinya ada tiap tahunnya namun disini kendalanya
pihak perutani tidak rutin tiap tahun mengeluarkan dana sharing. Dan kendala
selanjutnya yaitu dari masyarakat sendiri dimana masyarakat kurang sadar

atas tanggungjawab atas wajib bayar pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa hal

yang perlu diperhatikan oleh pemerintah selaku aparat pemerintah yang ada di

Kelurahan Gombengsari, antara lain:

1. Pada perangkat kelurahan supaya lebih memperhatikan pentingnya perawatan
pembangunan jalan seperti pembangunan drainase (saluran pembuangan air)
agar air tidak menggenang di jalan.

2. Terkait dana sharing dari perhutani yang tidak setiap tahunnya cair, agar
pihak kelurahan melakukan pendekatan kepada perhutani.

3. Terkait keluhan masyarakat pada kendaraan perhutani yang memiliki muatan
overload, pihak kelurahan membuatkan papan terkait batas maksimal beban

pada kendaraan yang melintas di jalur Kelurahan Gombengsari.
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